KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rapat Paripumna tanggal 26 Juni telah disampaikan laporan
akhir Panitia Khusus hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan
Daerah tentang  Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika sekaligus telah mendapatkan persetujuan penetapan menjadi
Peraturan Daerah.

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 152 dan pasal 160 ayat (4) Peraturan
DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata
Tertib dan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, persetujuan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan
dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Persetujuan Penetapan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika menjadi Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4237);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



Memperhatikan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan  Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan

Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6646);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 157);

. Peraturan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019

tentang Tata Tertib.

. Laporan Akhir Panitia Khusus Hasil Pembahasan terhadap Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Rapat
Paripurna tanggal 26 Juni 2024.

. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

dalam Rapat Paripurna tanggal 26 Juni 2024.



MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

. Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

. Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau;

. Arsip.

N WV A WA —

MEMUTUSKAN :

Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi Peraturan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah mendapatkan persetujuan
bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana
Berita Acara terlampir.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Laporan
Akhir Panitia Khusus, sebagaimana terlampir menjadi bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Tanggal 26 Juni 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEXUA,

JUMAGA NADEAK, SH



